
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOM OR 88 TAHUN 2021 

TENTANG 

PEMB TUKAN, SUSUNAN 0 GANISASI , TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BE NIH IKAN 

PADA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, DAN PERIKANAN 

Menim ang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

bahwa untuk melaksan akan ketentuan Pasal 9 4 ayat (3) 
er turan Bup ti Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 202 1 ten tang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat 
e ah, pe u m en etapkan Pe a u ran Bu pati ten tang 

eben kan, S sunan Organisasi, Tugas dan Fun gsi serta 
Tata erja . Pe aks a Tekn· s Daerah alai Benih Ikan pada 
Dinas Per anian , Ke ahanan Pangan, da Perikanan; 

1. Undang-Undang N mor 4 Tahu 1950 tentang 
em en t kan D rah-D rah Kabu paten Dalam Lin gkungan 

Propinsi Djawa Bara t (B rita Nega ra Republik Indonesia 
Tahun 1950 , sebaga iman a telah d iu bah dengan Undang­
Un ang Nom or 4 Tahun 19 8 tentang Pem ben tukan 

a bu pa en Purwakar ta dan Ka bu pa ten Suba n g dengan 
Me gubah Undang-Un dang Nom or 4 Tahun 19 50 tentang 

embent kan Daerah-Daerah Kab paten Dalam Lingkungan 
Propins· Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
ahun 19 8 Nom or 3 1, Tambahan Lembaran Negara 

Repub ik In nesia omor 285 1); 
2. Undang-Un a ng Nom or 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Da erah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomo 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah d iubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 



Menetapkan 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 6402); 

4 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk HUkum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupa ten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 1); 

5. Pera turan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pem erin tahan Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahu n 2016 
Nomor 3); 

6. Peraturan Daerah Kabu pa ten Tasikmalaya Nomor 7 
Tahun 201 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ta sikmalaya 
Tahun 2016 Nom or 7) seba gaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peruba h an Kedua 
atas Peraturan Da erah Kabu paten Ta sikmalaya Nomor 7 
Tahun 20 16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Ka u paten Tasikmalaya Tahun 
202 1 Nomor 3); 

7. Pera turan Bupa ti Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 
tentang Kedu dukan, Susu n an Organisas i, Tugas dan Fungsi 
Perangk t Daerah (Berita Daerah Ka bupaten Tasikmalaya 
Tahun 2021 Nomor 39); 

8 . Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2021 
tentang Tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Ketahanan 
Pangan, dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten 
Tasikm alaya Tahun 2021 Nomor 59); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT 
PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN PADA DINAS 
PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, DAN PERIKANAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
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1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
2. Dinas adalah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupa ten 

Tasikrnalaya. 
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan 

Perikanan Kabupaten Tasikmalaya . 
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan yang selanjutnya d isingkat 

UPTD Balai Benih Ikan adalah Unit Pelaksana Tekn is Balai Benih Ikan pada 
Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya. 

5. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan 
pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten 
Tasikmalaya . 

6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah ja batan Pegawai Negeri Sipil yang 
m elaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan 
pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri . 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pa sal 2 

Dengan Peratura n Bupati in i d ibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih 
Ikan Kelas A pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten 
Tasikm alaya . 

BAB III 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Kedu dukan 

Pasal3 

(1) UPTD Balai Ben ih Ikan sebagaima n a d imaksud dalam Pa sal 2 merupakan 
un sur pelaksana teknis operasional Dina s dalam pengembanga n perbenihan 
ikan dan penjualan ikan. 

(2) UPTD Balai Ben ih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dipimpin oleh 
seorang Kepala UPTD yang dalam m elaksanakan tugas berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepa da Kepa la Din as. 

Bagian Kedu a 
Tugas 

Pasal4 

UPTD Balai Benih Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam kegiatan penyediaan benih ikan, 
penyediaan calon induk ikan unggul dan penjualan hasil produksi. 

Bagian Ketiga 
Fungsi 

Pasal5 

Dalam menyelenggarakan tugas, UPTD Balai Benih Ikan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal4, mempunyai fungsi: 
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a. Pelaksanaan pengembangan pembenihan ikan; 
b. Pelaksanaan koordinasi dalam pengembangan benih ikan; 
c. Pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan penjualan hasil produksi; 
d. Pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan 
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala. 

BABIV 
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN 

Bagian Kesatu 
Susunan Organisasi 

Pasal6 

(1) Susun an organisasi UPTD Balai Benih Ikan sebagaimana d imaksud dalam 
Pasal 2 terdiri atas: 
a . Kepala UPTD; 
b . SUbbagian Tata Usaha; dan 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan struktur organisasi UPTD Balai Benih Ikan sebagaimana dimaksud 
pad a ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kedu a 
Kepegawaian 

Paragra f 1 
Pengangkatan dan Pemberhentian 

Pasal 7 

(1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diangkat 
dan diberhentikan oleh Bupati atas u sul Kepala Dinas. 

(2) Pejaba t pelaksana danl atau pejaba t fu n gsional di lingkungan UPTD Balai 
Benih Ikan diangkat an d iberhentikan oleh pejaba t yang berwenang sesuai 
dengan peraturan perun dang-un dangan. 

(3) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesu ai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

Paragraf 2 
Eselon 

Pasal8 

(1) Kepala UPTD sebagaimana dim aksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a 
merupakan jabatan struktural eselon IV.a. 

(2) Kepala sub bagian tata uSaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 
huruf b merupakan jabatan struktural eselon IV. b. 

BABV 
RINCIAN TUGAS UNIT 

Bagian Kesatu 
Kepala UPTD 

Pasa19 

(1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a 
mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian dan pengawasan 
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seluruh kegiatan tugas dan fungsi UPTD Balai Benih Ikan dalam 
pengembangan, produksi benih ikan, penyediaan calon induk ikan unggul dan 
penjualan hasil produksi sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh 
Kepala Dinas. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala UPTD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi : 
a. Melaksanakan kordinasi dan pengawasan kegiatan UPTD Balai Benih Ikan; 
b. Melaksanakan kordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan pembenihan 

ikan; 
c. Melaksanakan penggalian inovasi dan pengembangan pem benihan ikan; 
d. Melaksanakan produksi calon induk ikan ikan unggul; 
e. Melak sa nakan produksi benih ikan u n ggul; 
f . Melaksanakan penyediaan bahan informasi pembenihan ikan; 
g. Melaksanakan kegiatan penerapan teknologi pembenihan ikan; 
h . Melaksanakan penjualan h asil produksi UPTD Balai Benih Ikan; 
i. Melaksanakan pembinaan terhadap pembenih ikan; 
j. Melaksanakan pelayanan dan fasilitasi pemasaran ikan; 
k. Melaksanakan kesekretariatan pada UPTD Balai Benih Ikan; 
1. Melaksanakan pengelola an keuangan dan a set UPTD Balai Benih Ikan; 

m. Melaksanakan penga turan, pen ggunaan dan pemeliharaan sarana dan 
pra sarana UPTD Balai Benih Ikan; 

n. Melaksanakan penyusunan rencana usulan anggaran penda patan dan 
belanja UPTD Balai Benih Ikan; 

o. Melaksanakan penyusunan ren cana usulan kebutuhan sarana dan 
pra sarana UPTD Balai Benih Ikan; 

p. Melaksanakan koord ina s i dan kerja sarna dengan unit kerja terka it; 
q . Melaksanakan eval a si dan pelaporan h asil pelaksanaan tugas UPTD Balai 

Ben ih Ikan; dan 
r. Melaksanakan tu ga kedin asan lainnya . 

Bagian Kedu a 
SUbba gian Tata Usa h a 

Pasal10 

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 6 ayat (1) huruf b 
mempunyal tugas pokok melaksanakan pelayanan administratif, 
mengoordinasikan, mengendalikan kegiatan ketatausahaan, pengelolaan 
kepegawaian, penyusunan program dan penyusunan akuntansi dan laporan 
keuangan di lingkungan UPTD Balai Benih Ikan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Tata Usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi : 
a. Menyusun rencana kerja UPTD Balai Benih Ikan; 
b. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan di 

lingkungan UPTD Balai Benih Ikan; 
c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan UPTD 

Balai Benih Ikan; 
d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPTD Balai Benih Ikan; 
e. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan UPTD 

Balai Benih Ikan; 
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f. Melaksanakan pembinaan ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian di 
lingkungan UPTD Balai Benih Ikan; 

g. Melaksanakan pendokumentasian tata naskah dinas dan pengelolaan 
kearsipan; 

h. Melaksanakan penyiapan bahan rencana usulan anggaran pendapatan dan 
belanja UPTD Balai Benih Ikan; 

1. Melaksanakan penytapan bahan rencana usulan kebutuhan dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Balai Benih Ikan; 

J. Melaksanakan pencatatan dan penyimpanan aset dan perlengkapan UPTD 
Balai Ben ih Ikan; 

k. Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD; 
1. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan UPTD 

Balai Benih Ikan; dan 
m . Melaksanakan tugas kedinasan lain nya. 

BAB VI 
TATA KERJA 

Pasal 11 

(1) Kepala UPTD secara teknis operasion al dan a d ministratif berada di bawah dan 
berta n ggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(2) Setiap pegawai di lingkungan UPTD Balai Benih Ikan baik teknis operasional 
mau pu n teknis administratif berada di bawah dan bertanggung j awab kepada 
Kepala UPTD. 

(3) Dalam melaksanakan tugas setiap p egawai baik pejabat struktural, pelaksana 
dan pejabat fungsion al h arus menegakan prinsip koordinasi, integrasi, 
sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal. 

(4) Kepala UPTD h arus memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya 
secara tera tur, j elas dan tepat pad a waktunya kepada atasa n . 

(5) Setiap u n sur pegawai di lin gkungan UPTD Balai Ben ih Ikan h arus mengikuti 
dan m ematuh i petu njuk dan bertanggung jawab kepa da Kepa la UPTD serta 
menyam paikan laporan tepat pada waktunya. 

(6) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh Kepala UPTD, wajib diolah 
dan dipergun akan sebagai bahan untuk menyusun la poran lebih lanjut dan 
menyampaikan petunjuk kepada bawahan. 

(7) Pengaturan mengenai jenis laporan dan penyampaiannya berpedoman kepada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku . 

BAB VII 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal12 

(1) Pada UPTD Balai Benih Ikan dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan yang berlaku. 
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BAB VIII 
'PEMBIAY AAN 

Pasal 13 

Pembiayaan UPTD Balai Benih Ikan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan sumber lain yang sah dan tidak 
mengikat. 

BABIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 19 

Pada saat m ulai berla kunya Peratu ran Bupati 1n 1, peja bat yang a da tetap 

mendud u ki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan 
ditetapkan nya pejabat ya n g baru berdasarkan Peraturan Bupati ini. 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pa al 14 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan B pati Tasikmalaya 

Nomor 119 Tahun 20 9 tentang Pembentukan, S sunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata K rja Unit Pelaksana Tekn ·s Balai Benih Ikan pa da Dinas 
Pertanian, Pangan dan Perikanan dica but da n dinyatakan tidak berlaku. 

Pa sal 15 

Peraturan Bupati in i mulai berla k u pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang men getah uinya, m emerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasik malaya. 

Diundangkan di Singaparna 

pada tanggal Oktober 2021 

SIKMALAYA, 

ZEN 

Ditetapka n di Singaparna 

pada tanggal 4 Oktob r 2021 



LAMPIRAN 
NOMOR 
TENTANG 
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PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
88 TAHUN 2021 
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI 
BENIH lKAN PADA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, 
DAN PERlKANAN. 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN 

PADA DINAS PE RTANIAN, KETAHANAN PANGAN, DAN PERIKANAN 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

KEPALA UPTD 

SUBBAGIAN 
TATA U AHA 


